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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan
Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Tahun Anggaran 2018,

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan.
Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106),

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286):

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor.5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3455),

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400),

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun. 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049)

6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

7.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5405),

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817):

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165):
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5358),
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533):
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950),
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057),
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Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun
2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541):
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur
Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah
Daerah, Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811),
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018,
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
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tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah:
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi
Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2008 Nomor 5):
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9):
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun
2008 Nomor 13),
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun
2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7):
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur ( Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Timur Tahun 2017 Nomor 6):
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2017
tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran dan
Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur, ( Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 8)
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 68 tahun 2014
tentang Analisis Standar Belanja Provinsi Kalimantan Timur
(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014 Nomor
68),
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2015
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015
Nomor 67),
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita
Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 2),
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2017
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun
Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2017 Nomor 20),
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYUSUNANRENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKATDAERAH DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABATPENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsure penyelenggaraPemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadikewenagan daerah otonomi.

Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Timur.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBDadalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dandisetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan denganPeraturan Daerah.

3.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yangmemuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsiyang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

4.

1

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnyadisingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yangberisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPDsebagai dasar penyusunan APBD.

5.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPASadalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaranyang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap programsebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yangselanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah Rencana Kerja dan Anggaran padaBadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kaltim selakuBendahara Umum Daerah.
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD adalah sebagai acuan KepalaSKPD dalam menyusun RKA-SKPD dan Kepala BPKAD sebagai SKPKD dalammenyusun RKA-PPKD.

8.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD Tahun Anggaran 2018 mengacupada Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara(PPAS) Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dilakukan pada Sistem Informasi BridgeSystem yang telah diintegrasikan dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah(SIMDA).
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Pasal 4
Petunjuk Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD
sebagaimana tercantum dalam

Lampiran danAa aa aan
Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

un 018n bagian tidak terpi
n2
lrai

Gubernur
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan

mur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Oktober 2017

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAKDiundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 39
Salinan sesuai dengan aslinyaSEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIMKEPALA BIRO HUKUM,

H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620527 198506 1 006



LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 39
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEJABAT
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD DAN RKA-PPKD TAHUN
ANGGARAN 2018

A.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam
penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki
kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1.1. Pendapatan Asli Daerah
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

aj

b)

2)

Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 8 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah Provinsi Kaltim.
Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 1 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Umum.
Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 2 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha.
Peraturan Daerah Provinsi Kaltim Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah
didasarkan pada data potensi pajak daerah dan
retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan
pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang
berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah
dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak
daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya.

c)

d)

e)

Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan
Bermotor paling sedikit 10 (sepuluh persen),
termasuk yang dibagihasiikan pada kabupaten/kota
untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan
jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi
umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat
(5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

1?

Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik
bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota,
dialokasikan paling sedikit 5096 (lima puluh persen)
untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan
penegakan hukum oleh aparat yang berwenang
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009.



2)

3)
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Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yangdidanai dari pajak rokok mempedomani PeraturanPemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak RokokUntuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.h) Pendapatan yang bersumber dari RetribusiPerpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asingdialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin,pengawasan di lapangan, penegakan hukum,penatausahaan, biaya dampak negatif dariperpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing,dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilantenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerahsebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 PeraturanPemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber darihasil klaim kepada Badan Penyelenggara JaminanSosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPDyang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD),dianggarkan pada akun pendapatan, kelompokpendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah,obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyekpendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yangdipisahkan memperhatikan potensi penerimaan TahunAnggaran 2018 dengan memperhitungkan rasionalitas nilaikekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikanperolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaatlainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedomanpada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan:
a) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankanfungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampumenghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangkameningkatkan PAD: dan
b) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankanfungsi kemanfaatan umum (public service oriented)adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupuncakupan layanan dalam rangka meningkatkankesejahteraan masyarakat.
Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:
a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagaisalah satu bentuk investasi jangka panjang nonpermanen, dianggarkan pada akun pendapatan,kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyekHasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek HasilPengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok MasyarakatPenerima.



b)

d)
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Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan,dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD,jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau JasaGiro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau JasaGiro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusidaerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompokPAD, jenis Lain-Lain PAD Yang Sah dan diuraikan kedalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekeningberkenaan.

c)

Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akunPendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD YangSah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyeksesuai kode rekening berkenaan.
1.2. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari danaperimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)

a)

b)

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-PajakBumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaandan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh)yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WajibPajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPhPasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presidenmengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atauPeraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018.

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBNTahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuanganmengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018belum ditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada Realisasi pendapatan DBH-Pajak3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016,Tahun Anggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBNTahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuanganmengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelahPeraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan alokasiDBH- Pajak dimaksud pada Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ataudicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA)bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukanPerubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT)dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai RincianAPBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan MenteriKeuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurutprovinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran2018.
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Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBNTahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuanganmengenai Rincian DBH-CHT menurutprovinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran2018belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi pendapatan DBH-CHT 3(tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2016, TahunAnggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014.
Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBNTahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuanganmengenai Rincian DBH - CRT menurutprovinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelahperaturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikanalokasi DBH-CHT dimaksud dengan terlebih dahulumelakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentangpenjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 denganpemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untukselanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentangperubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ataudicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yangtidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran2018.

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkankualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaanlingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukaidan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukaiillegal) sesuai dengan amanat dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukaidan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkandengan keputusan Gubernur.

Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan,DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai PeraturanPresiden mengenai Rincian APBN Tahun 2018 atauPeraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDATahun Anggaran2018.

c)

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBNTahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuanganmengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018 belumditetapkan, penganggaran pendapatan dari DBH-SDAdidasarkan pada realisasi pendapatan DBH-SDA3 (tiga)tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2016, TahunAnggaran 2015 dan Tahun Anggaran 2014, denganmengantisipasi kemungkinan tidak stabilnya harga danhasil produksi (lifting) minyak bumi dan gas bumi TahunAnggaran 2018.

3
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Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBNTahun Anggaran 2018 mengenai Alokasi DBH-SDA diluarDana Reboisasi yang merupakan bagian dari DBH-Kehutanan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakanbagian dari DBH-Kehutanan ditetapkan dan/atauterdapat perubahan setelah peraturan daerah tentangAPBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, PemerintahDaerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksudpada peraturan daerah tentang Perubahan APBD TahunAnggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagiPemerintah Daerah yang tidak melakukan PerubahanAPBD Tahun Anggaran 2018.
Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar DanaReboisasi Tahun Anggaran 2018 seperti pendapatankurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisihpendapatan Tahun Anggaran 2017, pendapatan lebihtersebut dianggarkan dalam peraturan daerah tentangPerubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ataudicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yangtidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran2018.Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana Reboisasi (DBH-DR) tahun-tahun anggaransebelumnya yang belum dimanfaatkan dan masih ada direkening kas umum daerah kabupaten/kota sampaidengan akhir Tahun Anggaran 2018 penggunaan DBH-DR tersebut sesuai peraturanperundang-undangan.Dalam rangka membiayai kegiatan reboisasi danrehabilitasi hutan, Pemerintah Provinsi agarmenganggarkan DBH-DR dalam Peraturan daerahtentang APBD Tahun Anggaran 2018 atau Peraturandaerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018dengan berpedoman pada peraturanperundang-undangan.

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajibdialokasikan untuk menambah anggaran pendidikandasar yang besarannya adalah 0,549 (nol koma limaperseratus) dari total DBH-Migas sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan PemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):
Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presidenmengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018.Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan,penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU TahunAnggaran 2017.
Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturandaerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan,Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAUdimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBDTahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagiPemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBDTahun Anggaran 2018.
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Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):
DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang RincianAPBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan MenteriKeuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2018.Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TahunAnggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenaiAlokasi DAK Tahun Anggaran 2018 diterbitkan setelahperaturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harusmenyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebihdahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerahtentang penjabaran APBD tahun anggaran 2018 denganpemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnyaditampung dalam peraturan daerah tentang perubahanAPBD tahun anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRAbagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahanAPBD tahun anggaran 2018.

1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang SahPenganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-LainPendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagaiberikut:
1) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuanganPemerintah Daerah Lainnya, baik yang bersifat umummaupun bersifat khusus yang diterima pemerintah provinsidianggarkan dalam APBD, dan sepanjang sudahdianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuankeuangan bersifat umum tersebut diterima setelahperaturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikanalokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerahtentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ataudicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidakmelakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuankeuangan bersifat khusus tersebut diterima setelahperaturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikanalokasi bantuan keuangan bersifat khusus dimaksuddengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturanKepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran2018 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untukselanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentangperubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ataudicantumkan dalam LRA bagiPemerintah Daerah yangtidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
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Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber daripemerintah, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak ketiga,baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalamnegeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupunperorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyaikonsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajibanpihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBDsetelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dariPemerintah Daerah lainnya tersebut didasarkan padaperjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberikuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yangdiberi kuasa selaku penerima, sedangkan untukpenerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga jugadidasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketigaselaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberikuasa selaku penerima.
Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut diatas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalamjenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai koderekening berkenaan.

Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbanganpihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swastadalam negeri, kelompok masyarakat maupun peroranganyang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensipengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga ataupemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelahadanya kepastian pendapatan dimaksud.
Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut diatas dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalamjenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai koderekening berkenaan.

Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana daruratdari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan,kelompokLain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dandiuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyekpendapatan Dana Darurat.
Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untukmendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayanimasyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat(3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjangsudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincianAPBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan MenteriKeuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran2018.
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Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBNTahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuanganmengenai alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2018ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD TahunAnggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harusmenyesuaikan alokasi dana darurat dimaksud denganterlebih dahulu melakukan perubahan peraturan KepalaDaerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untukselanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentangperubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkandalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukanPerubahan APBD Tahun Anggaran 20138.
Belanja Daerah2.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerahdigunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahankonkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugasorganisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusanpemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan denganstandar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknisdan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkaitdengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihanberpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuanregional.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib danpilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunanProvinsi tahun 2018 dan Prioritas Pembangunan nasional tahun 2018sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan PemerintahDaerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD haruslebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif danmemiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber dayamanusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja,baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupunprogram dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkanakuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas danefisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harusmemberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasilangsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dankegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dantarget kinerjanya.
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2.1. Belanja Tidak LangsungPenganggaran Belanja Tidak Langsung memperhatikan hal-halsebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

a)

b)

d)

Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PegawaiNegeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuanperaturan perundang-undangan serta memperhitungkanrencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD sertapemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhanpengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun2018.

Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikangaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga danmutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yangbesarnya maksimum 2,596 (dua koma lima per seratus)dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dantunjangan.

c)

Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagiKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan danAnggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD TahunAnggaran 2018 dengan mempedomani Undang-UndangNomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan SosialNasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentangBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan PeraturanPresiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang JaminanKesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan PresidenNomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PeraturanPresiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang JaminanKesehatan.
Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untukpengembangan cakupan penyelenggaraan jaminankesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah,Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luarcakupanpenyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan olehBPJS, tidak diperkenankan dianggarkandalam APBD.
Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerjadan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD denganmempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanKematian Bagi Pegawai Aparatur SipilNegara.Penganggaran penyelenggaraan jaminankecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/WakilKepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD,dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlakubagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

e)
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f) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus
memperhatikan kemampuan keuangan daerah denganpersetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakandan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu
dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diaturdalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011.

g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah danRetribusi Daerah mempedomani Peraturan PemerintahNomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian danPemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah danRetribusi Daerah.
h) Tunjangan profesi guru PNSD dan DanaTambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dariAPBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK dianggarkandalam APBD Provinsi pada kelompok belanja tidak

langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan
tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode
rekening berkenaan.

Belanja Bunga
Bagidaerah yang memiliki kewajiban pembayaran bungapinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupunjangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBDTahun Anggaran 2018.

Belanja Subsidi
Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi
kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakanpelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasanpelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service
Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepadaperusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil
produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinyaterbatas.Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsiditersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhandasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBDTahun Anggaran 2018, perusahaan/lembaga penerimasubsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai denganketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawabkeuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
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Belanja Hibah dan bantuan Sosial
Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah
yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah
disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta
peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan
bantuan sosial.

Belanja Bagi Hasil Pajak
a) Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber
dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah
kabupaten/kota mempedomani Undang- Undang Nomor 28
Tahun2009.

Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang
bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi
dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 17
ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah
tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak
daerah pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan
pelampauan target Tahun Anggaran 2017 yang belum
direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota
ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018
atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah
yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran
2018.

b)Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari
retribusi daerah provinsi dilarang untuk dianggarkan
dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana maksud
Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal
18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005.

c) Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak
daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah
kabupaten/kota dalam APBD harus diuraikan ke dalam
daftar nama pemerintah kabupaten/kota selaku penerima
sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan
retribusi daerah sesuai kode rekeningberkenaan.
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6) Belanja Bantuan Keuangan
a)

b)

dj

Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepadapemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBDsesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelahalokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBDTahun Anggaran 2018.
Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkanpada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal,membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yangtidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaatdari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalamrangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuankeuangan masing-masing daerah.
Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikandalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan dianggarkan padajenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuankeuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanjanama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaranpenganggaranbantuan keuangan kepada partai politikberpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik danPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun2014tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan,Penganggaran dalam APBD dan Tertib AdministrasiPengajuan, Penyaluran dan Laporan PertanggungjawabanPenggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Pemerintah provinsi dapat memberikan bantuan keuanganlainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalamPasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desadan Pasal 98 Peraturan PemerintahNomor 43 Tahun 2014tentang peraturan pelaksanaan UUNomor 6 Tahun 2014sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Cc)

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberibantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebutharus diuraikan daftar nama pemerintah Kabupaten selakupenerima bantuan keuangan sebagai rincian obyekpenerima bantuan keuangan sesuai kode rekeningberkenaan.

Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan danpertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkandalam Peraturan Gubernur Kaltim Nomor 8 Tahun 2017tentang Tata Cara Pemberian, Penyaluran danPertanggungjawaban Belanja Bantuan KeuanganPemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

e)
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7) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secararasional dengan mempertimbangkan realisasi TahunAnggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatanyang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluarkendali dan pengaruh Pemerintah Daerah. Belanja tidakterduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yangsifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang,seperti kebutuhan tanggap darurat bencana,penanggulangan bencana alam dan bencana sosial,kebutuhan mendesak Iainnya yang tidak tertampung dalambentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018,termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerahtahun-tahunsebelumnya.
2.2. BELANJA LANGSUNG

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakanprogram dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-halsebagai berikut:

1) Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentukprogram dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanyadapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangkapeningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakanPemerintah Daerah kepada kepentingan publik.
Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dankegiatan untuk urusan wajibpelayanan dasar, urusan wajibbukan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusanpemerintahan fungsi penunjang ditetapkan dengan StandarPelayanan Minimal (SPM) dan atau berpedoman pada standarteknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuanperaturanperundang-undangan.

2) Belanja Pegawai
a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah,penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSDmemperhatikan asas kepatutan, kewajaran danrasionalitas dalam pencapaian sasaran program dankegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktupelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai targetkinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan haltersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan NonPNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbanganbahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatanbenar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyataterhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksuddengan memperhatikan pemberian TambahanPenghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada21.1) dan pemberian Insentif Pemungutan PajakDaerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebutpada 2.1.1.2).

b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya kedalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorariumdan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan NonPNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSDdalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepaladaerah.
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3) Belanja Barang dan Jasa
a)

b)

dj)

3

Pemberianjasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatandianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasabesarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
Penganggaran belanja barang dan jasa agarmengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkanusaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil tanpamengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat,kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihakketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangkapemberian hadiah pada kegiatan yang bersifatperlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis BelanjaBarang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.

Cc)

Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikandengan kebutuhan nyata yang didasarkan ataspelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawaidan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasisisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.
Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi PegawaiPemerintah Non Pegawai Negeri, yaitupegawai tidak tetap,pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yangdibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBDdengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011danPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimanatelah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 19 Tahun 2016.

e)

Pengembangan pelayanan kesehatan di luarcakupanpenyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan olehBPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/WakilKepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanyaberupa pelayanan Medicalcheck up sebanyak1 (satu) kalidalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satuistri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaankesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dankegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dandilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerahsetempat/Rumah Sakit Umum Pusat di daerah.

7

1

Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage,Pemerintah Daerah melakukan Integrasi JaminanKesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional.Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskindan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-UndangNomor40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatandan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidakmenjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatanmelalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkandalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yangmenangani urusan kesehatan pemberi pelayanankesehatan.
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h) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi

j

k)

Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas KesehatanTingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yangbelum menerapkan PPK-BLUD mempedomani PeraturanPresiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan MenteriKesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang PenggunaanDana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk JasaPelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya OperasionalPada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei2014.
Dalam hal dana kapitasi tidak digunakan seluruhnyapada tahun anggaran sebelumnya, dana kapitasi tersebutharus digunakan tahun anggaran berikutnya danpenggunaannya tetap mempedomani Peraturan MenteriKesehatan Nomor 19 Tahun 2014 dan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 28 Tahun 2014 dan Surat EdaranMenteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei2014.

PenganggaranPajak Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerahdialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanatPasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009dan besarannya sesuai dengan masing-masing peraturandaerah.

)

Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepadapihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaranberkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang danjasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5)Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016,serta peraturan perundang-undangan lain di bidanghibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanjabarang/jasa yang akan diserahkan kepada pihakketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaandimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangunbarang/jasa yang akan diserahkan kepada pihakketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkaitdengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampaisiap diserahkan.
Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangkakunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanandinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri,dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinyadibatasi serta memperhatikan target kinerja dariperjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengansubstansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungankerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturanperundang- undangan. Khusus penganggaran perjalanandinas luar negeri berpedoman pada Instruksi PresidenNomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas LuarNegeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke LuarNegeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian DalamNegeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan
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Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah.

Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaankeuangan daerah, penganggaran belanja perjalanandinas harus memperhatikan aspekpertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum,khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
a) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biayariil,
b) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biayariil:
c) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidakmenggunakan fasilitas hotel atau tempatpenginapan lainnya, kepada yang bersangkutandiberikan biaya penginapan sebesar 304 (tigapuluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempattujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaperjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum,d) Uang harian dan uang representasi dibayarkansecara lumpsum.
e) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuaidengan biaya riil Komponen sewa kendaraan

hanya diberikan untuk Gubernur/WakilGubernur, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan
pejabat yang diberikan kedudukan atau hakkeuangan dan fasilitas setingkat Pejabat PimpinanTinggi Madya,

Standar satuan biaya untuk perjalanan dinasditetapkan dengan KeputusanGubernur. Penyediaananggaran untuk perjalanan dinas yangmengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalambelanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaranperjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuanperjalanan dinas yang ditetapkan dengan PeraturanGubernur.
Standar satuan biaya untuk perjalanan dinasditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikanaspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas,kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

)



c)

m)
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Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan
pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yangterkait dengan pengembangan sumber daya manusia
bagi:
1. pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah,2. pimpinan dan Anggota DPRD, serta
3. unsur lainnya seperti tenaga ahli,
diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masingwilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.Dalamhal terdapat kebutuhan untuk melakukan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya,seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapatdilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspekurgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi,kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan
pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan
diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaananggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasioleh penyelenggara.

Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat,pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis,sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenislainnyaagar diprioritaskan untuk menggunakanfasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yangsudah tersedia milik pemerintah daerah denganmempedomani Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6
Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan
Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam RangkaPeningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.

n)

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yangberada dalam penguasaan pengelola barang, penggunabarang atau kuasa pengguna barang berpedoman padadaftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah danPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Oo)

Belanja Modal
1) Alokasi Belanja modaldiprioritaskan untuk

pembangunan dan pengembangan sarana dan
prasarana yang terkait langsung dengan peningkatanpelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.



2)

3)
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Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barangmilik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhanbarang milik daerah yang disusun denganmemperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas danfungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerahyang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barangmilik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPDdalam pengusulan anggaran untuk kebutuhan barangmilik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar(baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaankebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedomanpada standar barang, standar kebutuhan dan/ataustandar harga, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat(1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 2014.
Khusus penganggaran untuk pembangunan gedungdan bangunan milik daerah mempedomani PeraturanPresiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang PembangunanBangunan Gedung Negara.
Selanjutnya, untuk efisiensi penggunaan anggaran,pembangunan gedung kantor baru milik pemerintahdaerah tidak diperkenankan sesuai dengan SuratMenteri Keuangan Nomor S-841/MK.02/2014 tanggal16 Desember 2014 hal Penundaan/MoratoriumPembangunan Gedung Kantor KementerianNegara/Lembaga, kecuali penggunaan anggarantersebut terkait langsung dengan upaya peningkatankuantitas dan kualitas pelayanan publik.
Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentinganumum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum,sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan PresidenNomor 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum, dan Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 72Tahun 2012 tentangBiaya Operasionaldan Biaya PendukungPenyelenggaraan PengadaanTanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan UmumYang Bersumber Dari APBD.
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Penganggaran belanja modal digunakan untukpengeluaran yang dilakukan dalam rangkapembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (asettak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebihdari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatanpemerintahan dan memenuhi nilai batas minimalkapitalisasi aset (capitalization threshold).
Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkandalam belanja modal tersebut adalah sebesar hargabeli/bangun aset ditambah seluruh belanja yangterkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampaiaset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan StandarAkuntansi Pemerintahan (PSAP) O1 dan PSAP 07,Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentangStandar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin TeknisStandar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentangAkuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
Pengeluaran untuk Biaya administrasi dan umumlainnya yang tidak dapat diatribusi/dialokasikan secaralangsung pada aset tetap atau membawa aset kekondisi kerjanya tetap dianggarkan di Belanja Pegawaidan/atau Belanja Barang dan Jasa.

Atribusi/alokasi biaya administrasi dan umum diatursebagai berikut:
ah Pengadaan konstruksi berupa gedung atau jalandan jaringan yang diadakan tersendiri (tunggal).Seluruh biaya administrasi dan umum yangmeliputi honorarium, perjalanan dinas, alat tuliskantor, dan seluruh biaya umum dan administrasilainnya diatribusi/dialokasikan sebagai perolehanaset tersebut, sehingga dianggarkan di BelanjaModal.

Contoh :
xx 5232 Belanja Modal PengadaanKonstruksi Jalanxx.xx.5.2.3.2.01 Belanja Modal PengadaanKonstruksi Jalan

5.

- Honorarium Pokja ULP/Pejabat Pengadaan,Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan- ATK
- Perjalanan Dinas
- Perencanaan
- Konstruksi
- Pengawasan- Biaya berkenaan dengan pekerjaan fisik
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b) Pengadaan barang selain konstruksi yang hanyasejenis dalam suatu kegiatan.
Seluruh biaya administrasi dan umum yangmeliputi honorarium, perjalanan dinas, alat tuliskantor dan seluruh biaya umum dan administrasilainnya diatribusi/dialokasikan sebagai perolehanaset tersebut, sehingga dianggarkan di BelanjaModal.

c) Pengadaan barang konstruksi dan non konstruksiyang terdiri dari berbagai jenis.
Seluruh biaya administrasi dan umum yangmeliputi honorarium, perjalanan dinas, alat tuliskantor dan seluruh biaya umum dan administrasilainnya tidak diatribusi/dialokasikan sebagaiperolehan aset tersebut dan dianggarkan direkening belanja pegawai dan/atau belanja barangdan jasa.

d) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaatekonomis atau sosial di masa yang akan datangdan dapat diidentifikasi seperti : penyusunanmaster plan, rencana tata ruang wilayah, danDetail Engineer Design (DED) yang diikutipembangunan fisik atau sejenisnya , dianggarkandi dalam Belanja Modal.
e) Hasil kajian yang tidak dapat diidentifikasi ataubelum/tidak secara langsung memberikan manfaatekonomis dan/atau sosial maka tidak dapatdikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud,sehingga dianggarkan dalam Belanja Barang danJasa. Termasuk dalam kelompok ini adalahfeasibility study, Penyusunan RPJMD/Renstra,DED yang tidak diikuti pembangungan fisiknya,kegiatan penelitian dan pengembangan yang belummemberikan hasil nyata atau sejenisnya.

Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awalaset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjangmemenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset(capitalization threshold), dan memperpanjang masamanfaat atau yang memberikan manfaat ekonomidimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatankapasitas, atau peningkatan mutu produksi ataupeningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modalsebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 PSAP Nomor7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 danPasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011.
6) Penganggaran pengadaan aplikasi sistem informasidicantumkan kedalam belanja modai dan dikapitalisasimenjadi aset tetap.



3.

-21-

d) Surplus/Defisit APBD
Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaranpendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
a. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakanuntuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yangjatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah,pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberianpinjaman kepada pemerintah pusat/Pemerintah Daerahlain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminansosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosialtersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatanpelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan padaSKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnyamelaksanakan program dan kegiatan tersebut.b. Dalam hai APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerahmenetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutupdefisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebihperhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya,pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaandaerah yang dipisahkan, pinjaman daerah danpenerimaan pembiayaan lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.c. Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pinjaman,maka Pemerintah Daerah wajib mempedomani penetapanbatas maksimal jumlah kumulatif pinjamandaerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan
1)

2)

3)

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitunganyang cermat dan rasional dengan mempertimbangkanperkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 dalamrangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaranpada Tahun Anggaran 2018 yang tidak dapat didanai akibattidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SelanjutnyaSiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincianobyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2017.
Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yangbersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairandan besarannya sesuai peraturan daerah tentangpembentukan dana cadangan.
Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBDpada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaandaerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintahdaerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulirdari kelompokmasyarakat penerima.
Dalam kaitan itu, dana bergulir yang belum dapat diterimaakibat tidak dapat tertagih atau yang diragukan tertagih,pemerintah daerah harus segera melakukan penagihan danabergulir dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.
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Pemerintah provinsi dapat melakukan pinjaman daerahberdasarkan peraturan perundang-undangan dibidangpinjaman daerah. Bagi pemerintah provinsi dan pemerintahkabupaten/kota yang berencana untuk melakukanpinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalamrancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaranberkenaan sesuai Pasal 35 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.
Bagi Pemerintah Daerah yang akan melakukan pinjamanyang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri,Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank,Lembaga KeuanganBukan Bank, dan Masyarakat (obligasidaerah) harus mendapat pertimbangan terlebih dahulu dariMenteri Dalam Negeri sesuai amanat Pasal 300 dan Pasal301 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Pasal 35Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 dan PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata CaraPengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah.Untuk pinjaman yang bersumber dari Pemerintah DaerahLain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan BukanBank, permohonan pertimbangan Menteri Dalam Negeridiajukan dengan melampirkan Rancangan Peraturan Daerahtentang APBD Tahun Anggaran 2018. Sedangkan, untukpinjaman yang bersumber dari Penerusan Pinjaman LuarNegeri dan Masyarakat (obligasi daerah) permohonanpertimbangan Menteri Dalam Negeri diajukan denganmelampirkan Peraturan Daerah tentang APBD TahunAnggaran berjalan.

Untuk pinjaman jangka pendek digunakan hanya untukmenutup kekurangan arus kas sesuai maksud Pasal 12 ayat(4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011.
Untuk pinjaman jangka menengah digunakan untukmembiayai pelayanan publik yang tidak menghasilkanpenerimaan sesuai maksud Pasal 13 ayat (4) PeraturanPemerintah Nomor 30 Tahun 2011.
Untuk pinjaman jangka panjang yang bersumber daripemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuanganbarik, dan lembaga keuangan bukan bank sesuai maksudPasal 14 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun2011 digunakan untuk membiayai kegiatan investasiprasarana dan/atau sarana dalam rangka pelayanan publikyang.
a) menghasilkan penerimaan langsung berupapendapatan bagi APBD yang berkaitan denganpembangunan prasarana dan sarana tersebut,b) menghasilkan penerimaan tidak langsung berupapenghematan terhadap belanja APBD yang seharusnyadikeluarkan apabila kegiatan tersebut tidakdilaksanakan, dan/atau
c) memberikan manfaat ekonomi dan sosial.



5)

6)
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Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD dapatmenerbitkan obligasi daerah untuk membiayai infrastrukturdan/atau investasi yang menghasilkan penerimaan daerahsetelah memperoleh pertimbangan dari Menteri DalamNegeri dan persetujuan dari Menteri Keuangan sesuaimaksud Pasal 300 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014.
Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasaldari penerusan pinjaman utang luar negeri dari MenteriKeuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri DalamNegeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antaraMenteri Keuangan dan Kepala Daerah sesuai maksud Pasal301 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pengeluaran Pembiayaanb.

1)

2)

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, PemerintahDaerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk dana bergulir sesuai Pasal 118 ayat(3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Danabergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan,kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, jenis investasiPemerintah Daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyekdana bergulir kepada kelompok masyarakat penerima.Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapatmelakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga KeuanganPerbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atauLembaga Keuangan lainnya.
Pemerintah Daerah harus menyusun analisis investasiPemerintah Daerah sebelum melakukan investasi. Analisisinvestasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yangindependen dan profesional, dan ditetapkan oleh KepalaDaerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang PedomanPengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada badan usahamilik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnyaditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaanmodal.Penyertaan modal dalam rangka pemenuhankewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerahtentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidakperlu diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjangjumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihijumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan padaperaturan daerah tentang penyertaan modal.
Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlahpenyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yangtelah ditetapkan dalam peraturan daerah tentangpenyertaan modal dimaksud, Pemerintah Daerah melakukanperubahan peraturan daerah tentang penyertaan modaltersebut.



3)

4

5)

6)

7)

8)
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Pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetordan/atau melakukan penambahan penyertaan modal padaBadan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuatstruktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebihberkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untukBUMD sektor perbankan. Pemerintah daerah dapatmelakukan penambahan penyertaan modal dimaksud gunamenambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan BankIndonesia dan untuk memenuhi Capital Adeguacy Ratio(CAR).
Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang sahampengendali, dapat melakukan penyertaan modal kepadaBUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan sahammenjadi 516 atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014.
Sejalan dengan kebijakan paket ekonomi pemerintah,Pemerintah Daerah dapatmelakukan:
1, Penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerahbaik lembaga keuangan perbankan maupun lembagakeuangan non perbankan, terkait dengan penyaluranKredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro Kecildan Menengah (UMKM).2. Pemberian subsidi bunga terhadap KUR daerah sesuaidengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan gunamendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan saranadaerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahunanggaran dan ditetapkan dengan peraturan daerah.Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaandaerah kecuali dari DAK, pinjaman daerah, dan penerimaanlain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluarantertentu.

Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaranmenjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahunanggaran yang bersangkutan.
Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiridalam rekening kas umum daerah. Dalam hal danacadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya,dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yangmemberikan hasil tetap dengan risiko rendah sebagaimanadimaksud Pasal 303 Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014.

Pembayaran pokok utang hanya digunakan untukmenganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utangyang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangkapendek, jangka menengah, dan jangka panjang.Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisitanggaran sebagaimana diamanatkan Pasal 28 ayat (5)Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 61ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
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Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan1) Pemerintah Daerah menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan(SILPA) Tahun Anggaran 2018 bersaldo nihil.2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBDmenghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, PemerintahDaerah harus memanfaatkannya untuk penambahan programdan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dankegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaranpembiayaan.
3) Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif,Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkanpenghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukanmerupakan kewajiban daerah, pengurangan program dankegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volumeprogram dan kegiatannya.

HAL KHUSUS LAINNYAB.

SKPD dalam menyusun RKA Tahun Anggaran 2018, selain memperhatikankebijakan, teknis penyusunan RKA, juga memperhatikan hal -hal khususlainnya, antara lain sebagai berikut:
1. Terhadap program dan kegiatan administrasi kependudukan yangmenjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibebankan pada APBDdengan mempedomani Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Adapun kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 6Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014, meliputi:
a.
b.

Cc.

d.

e.

f.

Koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan,Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaanPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan AdministrasiKependudukan,
Pemanfaatan dan penyajian Data Kependudukan berskala provinsiberasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dandibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalamurusan pemerintahan dalam negeri,Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan AdministrasiKependudukan,
Penyusunan profile kependudukan provinsi.

Terhadap urusan pemerintahan konkuren:
2.

a.

g.

Pengelolaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana/PetugasLapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB),. penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional,
b.

penyelenggaraan karantina ikan, pengendalian mutu, dankeamanan hasil perikanan,pengelolaan terminal penumpang tipe A,penetapan lokasidan pengoperasian atau penutupan alatpenimbangan kendaraan bermotor,pengelolaan inspektur tambang dan pejabat pengawaspertambangan: dan penyelenggaraan minyak dan gas bumi(Inspektur Migas), dan
pendidikan tinggi kesehatan,

tetap dapat didanai APBD Tahun Anggaran 2018, sepanjangkegiatan tersebut belum dianggarkan dalam APBN.

d.
e.

f.
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Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, PemerintahDaerah secara konsisten dan berkesinambungan harusmengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya200 (dua puluh per seratus) dari belanja daerah, sesuai amanatperaturanperundang-undangan.
Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerahsecara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikananggaran kesehatan minimal 1046 (sepuluh per seratus) dari totalbelanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBHyang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanjainfrastruktur daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2)Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, baik berupa belanja tidaklangsung maupun belanja langsung terkait dengan fasilitas pelayananpublik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja,mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaanlayanan publik, yang besaran alokasinya berpedoman pada peraturanperundang-undangan.
Untuk meningkatkan efektifitas penyusunan anggaran BOS TahunAnggaran 2018, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan bahwadana BOS yang bersumber dari APBN diperuntukkan bagipenyelenggaraan satuan pendidikan dasar, satuan pendidikankhusus, dan satuan pendidikan menengah sebagai pelaksanaanprogram wajib belajar. Untuk dana BOS yang bersumber dari APBD,penganggarannya dalam bentuk program dankegiatan.Belanja BOS yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 yangdialokasikan pada Pemerintah Provinsi dianggarkan pada APBDProvinsi Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Bagi Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan PendidikanKhusus Negeri yang diselenggarakan oleh provinsi dalam bentukprogram dan kegiatan, sedangkan bagi Satuan PendidikanMenengah Swasta dan Satuan Pendidikan Khusus Swasta yangdiselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk hibah. Untukmemberikan fleksibilitas bagi Satuan Pendidikan MenengahNegeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri dalam penggunaandana BOS dimaksud, proses penyaluran dana BOS kepada SatuanPendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan KhususNegeri dilakukan melalui mekanisme penerusan Uang Persediaan(UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TU) dari bendaharapengeluaran SKPD yang melaksanakan urusan pendidikan kepadabendahara dana BOS pada Satuan Pendidikan Menengah Negeridan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang disesuaikan denganbesaran penyaluran setiap tahapan penyaluran dana BOS, yangpelaksanaannya berpedoman pada Surat Edaran Menteri DalamNegeri Nomor 903/1043/SJ tanggal 24 Februari 2017 tentangPetunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Satuan PendidikanMenengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yangDiselenggarakan Pemerintah Provinsi padaAPBD.b. Bagi Satuan Pendidikan Dasar Negeri yang diselenggarakan oleh. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan DasarSwasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentukhibah.
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Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Fisik padabidang/subbidang yang output kegiatannya belum tercapai,yaitu:a. untuk sisa DAK Fisik 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya,digunakan dalam rangka pencapaian output denganmenggunakan petunjuk teknis pada saat output kegiatannyabelum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran2018 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atasperaturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD TahunAnggaran 2018 setelah dilaksanakannya audit oleh BadanPemeriksa Keuangan dan diberitahukan kepada pimpinan DPRDselanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD Tahun Anggaran 2018:ataub. untuk sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) tahun anggaransebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisikpada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhandaerahdengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaranberjalan, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018
SKPD dapat menggunakan paling banyak 546 dari alokasi DAK fisikuntuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsungdengan kegiatan DAK fisik sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3)Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk TeknisDAK Fisik, dengan rincian penggunaan mengacu ketentuan Pasal 7ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 dan petunjukOperasional yang ditetapkan olehKementerian /Lembagaterkait.Alokasi DAK yang pada Juknisnya tidakmemperkenankan untuk kegiatan penunjang, maka dapatdianggarkan menggunakan APBD.

8.

Pendapatan atas pengembalian DAK Non Fisik yang merupakankoreksi pembayaran, dicatat sebagai Lain-lain PAD yang Sah dandibelanjakan sesuai dengan sumber dananya dan ketentuanpenggunaannya, yaitu untuk pengeluaran yang didanai DAK NonFisik pada tahun dikembalikannya danatersebut.
Penggunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) danBantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB), PeningkatanKapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2UKM), dan DanaPelayanan Administrasi Kependudukan yang bersumber dari DAK,dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPDberkenaan.
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, PemerintahDaerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan padapertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta salingmenguntungkan.
Kerjasama dapat dilakukan oleh daerah dengan:
a. daerahlain,
b. pihak ketiga,dan/atau
Cc. lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan.
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Dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapadaerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secaralebih efektif dan efisien, Pemerintah Daerah dapat menganggarkanprogram dan kegiatan melalui pola kerjasama antar daerah denganmempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentangTata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk TeknisTata Cara Kerjasama Daerah serta peraturan perundang-undanganlainnya. Apabila Pemerintah Daerah membentuk badan kerjasama,maka masing-masing Pemerintah Daerah menganggarkan dalamAPBD dalam bentuk belanja hibah kepada badan kerjasama dengan
mempedomani

peraturan perundang-undangan mengenai hibahdaerah.
Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dengan badanusaha dalam penyediaan infrastruktur agar mempedomani PeraturanPresiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama PemerintahDengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2016 tentang PembayaranKetersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerahdengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur didaerah.
Bagi Pemerintah Daerah yang menerapkan kebijakan PembayaranKetersediaan Layanan /Avaibilitiy Payment), agar menyediakananggaran pada setiap tahun anggaran selama jangka waktu yangdiatur dalam perjanjian KPDBU dan dianggarkan dalam APBD padakelompok belanja langsung serta diuraikan pada jenis, objek danrincian objek belanja barang dan jasa pada SKPD berkenaan, denganberpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka KerjaSama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dalamPenyediaan Infrastruktur.
Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerjasamaantar Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 364 ayat (9)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang pendanaannyabersumber dari APBD dan dianggarkan pada jenis belanja hibahdengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, sertaperaturan perundang-undangan lain di bidang hibah.
Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas KantorBersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT),pemerintah provinsi menganggarkan pendanaan untukpembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasaranaKantor Bersama SAMSAT dan pendanaan lain yang timbul dalamrangka menjamin efektifitas, penguatan koordinasi, pembinaan,pengawasan dan pemantapan tugas-tugas pelaksanaan SAMSAT baikdi Pusat maupun di Provinsi dengan terbentuknya SekretariatPembina SAMSAT tingkat Nasional dan tingkat Provinsi denganmempedomani Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentangPenyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu AtapKendaraan Bermotor, dan peraturan turunannya serta peraturanperundang-undangan lain yang terkait.
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Dalam rangka peningkatan tatalaksana, kualitas, dan percepatanpelayanan perizinan dan non perizinan, serta untuk mendukungpencapaian target kemudahan berusaha (Ease of DoingBussiness/EoDB), dapat menganggarkan pendanaan untukpembentukan/pembangunan, pengadaan, pemeliharaan sarana danprasarana pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu (DPMPTSP) guna menjamin efektivitas, penguatankoordinasi, pembinaan, peningkatan kapasitas SDM, dan pemantapantugas-tugas DPMPTSP dengan mempedomani Undang-Undang Nomor25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Dalam rangka pengamanan aset daerah, SKPD dapat menganggarkanbiaya premi asuransi gedung, kendaraan jabatan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah dan kendaraan untuk penggunaankhusus.
Pengadaan tanah yang penggunaannya sesuai tugas pokok fungsiSKPD, maka penganggaran dan pelaksanaannya dilakukan oleh SKPDyang bersangkutan. Setelah pelaksanaan, hasil pengadaan tanahdilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang MilikDaerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggapdarurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial dankebutuhan mendesak lainnya, seperti penanganan konflik sosialsesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentangPenanganan Konflik Sosial dan penanganan gangguan keamanandalam negeri sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014tentang Penanganan Gangguan Dalam Negeri di Daerah, termasukpengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahunsebelumnya, dilakukan dengan cara:
a) Gubernur menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanjatidak terduga dengan keputusan kepala daerah dandiberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitungsejak keputusan dimaksud ditetapkan:b) Atas dasar keputusan Gubernur tersebut, pimpinaninstansi/lembaga yang akan bertanggungjawab terhadappelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan,c) Gubernur dapat mengambil kebijakan percepatan pencairandana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggapdarurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannyadiatur dengan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksudPasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,dan

d) Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanjatidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran daribelanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan dan/ataubelanja PPKD.

1

SKPD terkait dapat mengalokasikan anggaran program dan kegiatanpra bencana dan pasca bencana yang meliputi bencana alam,bencana non alam dan bencana sosial dengan berpedoman padaPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentangPenyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan PemerintahNomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan BantuanBencana.
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20. Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana alam/bencana

21.

sosial dan/atau pemberian bantuan kepada daerah lain dalam rangkapenanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkansaldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBDtahun anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukanpenggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukanpenjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang kurangmendesak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a) Penyediaan anggaran untuk mobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan diformulasikan kedalamRKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaankegiatan dimaksud,
b) Penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akandisalurkan kepada kabupaten/kota yang dilanda bencanaalam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja BantuanKeuangan. Sambil menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran2018, kegiatan atau pemberian bantuan keuangan tersebut diatas dapat dilaksanakan dengan cara melakukan perubahanperaturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, untukselanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentangPerubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Apabila penyediaananggaran untuk kegiatan atau bantuan keuangan dilakukansetelah Perubahan APBD agar dicantumkan dalam LRA, danc) Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa LebihPerhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/ataudengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untukbantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosialdiberitahukan kepada DPRD paling lama1 (satu) bulan.1

Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT yang bersifatearmark, , DBH-DR, dan dana transfer lainnya yang sudah jelasperuntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan daruratdan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/ataubelum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapanperaturan daerah tentang Perubahan APBD dengancara:
a. Menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan PenjabaranAPBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD selanjutnyaditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD atau disampaikan dalam LRA apabilaPemerintah Daerah tidakmelakukan perubahanAPBD.b. Dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari danatransfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaankegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnyasebagaimana tersebut diatas diterima oleh Pemerintah Daerahsetelah penetapan Peraturan Daerah tentang PerubahanAPBD,penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan denganmengubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran PerubahanAPBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan RealisasiAnggaran.

t



22.

23.

24.

25.

26.

-31-
Pemerintah Daerah wajib menganggarkan dana transfer ke daerahyang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknissesual peraturanperundang-undangan. Dalam hal penganggaran danatransfer ke daerah dimaksud penggunaannya tidak sesuai denganpetunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukanpenyesuaian atas penggunaan dana transfer dimaksud dengan caramenganggarkan kembali mendahului perubahan APBD TahunAnggaran 2018 dengan terlebih dahulu mengubah peraturanGubernur tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepadapimpinan DPRD untuk selanjutnya diusulkan ditampung dalamperubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRDdisediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengankebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD. Penyediaansarana meliputi ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapankantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaananggaran untuk sekretariat fraksi meliputi kebutuhan belanja untukalat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yangdiselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi, sebagaimanadimaksud dalam Pasal 109 ayat (10) Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata TertibDPRD.
Dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi Pimpinan dan AnggotaDPRD, disediakan rumah jabatan/rumah dinas bagi Pimpinan danAnggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 20 Peraturan PemerintahNomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan KeuanganPimpinan dan Anggota DPRD. Dalam hal suami dan/atau istri yangmenduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD padaDPRD yang sama, hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabatsebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tingkatan daerahyang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil KepalaDaerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah jabatanKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapatmenyediakan anggaran sewa rumah jabatan. Besaran sewamemperhatikan nilai wajar standar rumah jabatan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara ditegaskan bahwa SKPD atau Unit Kerja padaSKPD yang memiliki spesifikasi teknis di bidang layanan umum danmemenuhi persyaratan yang ditentukan, diberikan fleksibilitas dalampola pengelolaan keuangannya. Untuk menerapkan Pola PengelolaanKeuangan-BLUD (PPK-BLUD) diatur lebih lanjut dengan peraturanGubernur yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
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Dalam penerapan PPK-BLUD, pemerintah daerah memperhatiantara lain sebagai berikut: perhatikan
a) Bagi Rumah Sakit Daerah (RSD) yang belum menerapkan PPK-BLUD, segera melakukan langkah-langkah untuk mempercepatpenerapan PPK-BLUD pada RSD tersebut. Hal ini sesuai denganamanat Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang
bi NomorsaJahun

2009 tentang Rumah Sakit.agi atau unit kerja pada SKPD yanPN BLUD, aa
rja p yang telah menerapkan

1) Penyusunan RKA dalam APBD menggunakan formatRencana Bisnis dan Anggaran (RBA):2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan RKA/RBA,mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD.
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, khususnyadalam Pasal 11 ayat (3a), SKPD atau Unit Kerja pada SKPD yang telahmenerapkan PPK-BLUD, pagu anggaran BLUD dalam RancanganPeraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal daripendapatan dan surplus BLUD, dirinci dalam 1 (satu) program, 1(satu) kegiatan-

Dalam rangka efektifitas pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan BerbasisAkrual pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikananggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2018 untuk mendanaikegiatan seperti: inventarisasi daerah, koordinasi, pembinaan,supervisi, pendidikan dan pelatihan/peningkatan kapasitas,bimbingan teknis, seminar dan sejenis lainnya.
Dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah mengalokasikananggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2018 untuk mendanaikegiatan seperti koordinasi, pembinaan, supervisi, pendidikan danpelatihan/peningkatan kapasitas SDM, bimbingan teknis, seminardan sejenis lainnya.
Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihakketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahunanggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada akunbelanja dalam APBD Tahun Anggaran 2018 sesuai kode rekeningberkenaan.

Sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum, Pemerintah Daerah wajibmenganggarkan untuk Pihak Ketiga yang timbul akibat putusanpengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht)harus dianggarkan dalam APBD sesuai kode rekening berkenaan.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dengan mempedomani PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang PemberdayaanMasyarakat Melalui Gerakan Pemberdayan dan KesejahteraanKeluarga,
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Peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah(FORKOPIMDA) sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umumyang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dandilaksanakan oleh Gubernur di wilayah kerja masing-masingmenganggarkan program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran2018 yang disinergikan dengan pelaksanaan tugas FORKOPIMDA.
Penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaanmempedomani Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentangPerpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan yangterdiri atas (1) Standar koleksi perpustakaan, (2) Standar sarana danprasarana, (3) Standar pelayanan perpustakaan, (4) Standar tenagaperpustakaan, (5) Standar penyelenggaraan, dan (6) Standarpengelolaan.
Penganggaran untuk tunjangan tambahan penghasilan sepertitunjangan PABX, tunjangan supir, tunjangan caraka, tunjanganarsip, tunjangan analisis jabatan, serta tunjangan motoris tidakdiperkenankan.
Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahragadi daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran dalamAPBD yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan padaOrganisasi Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengantugas dan fungsi pembinaan olahraga dan/atau dalam bentuk hibahkepada badan/lembaga di bidang keolahragaan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksudSurat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 978/753/SJ tanggal 6Februari 2017 tentang Peningkatan Pembinaan dan PengembanganOlahraga di Daerah.
Untuk pendanaan organisasi cabang olahraga profesional tidakdianggarkan dalam APBD karena menjadi tanggung jawab indukorganisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesionalyang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 29 ayat (2)Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem KeolahragaanNasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentangPenyelenggaraan Keolahragaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan KejuaraanOlahragaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007tentang Pendanaan Keolahragaan, bahwa pembinaan danpengembangan olahraga profesional dilakukan oleh induk organisasicabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional.Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 3 Tahun2005, didefinisikan bahwa cabang olahraga profesional adalaholahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalambentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiranberolahraga.

Pemerintah Daerah tidak diperkenankan untuk menganggarkanbelanja tali asih kepada PNSD dan penawaran kepada PNSD yangpensiun dini dengan uang pesangon, mengingat tidak memiliki dasarhukum yangmelandasinya.
Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraanBantuan Hukum dalam APBD Tahun Anggaran 2018.
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38. Dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat

39.

40.

41.

Daerah, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (2) Peraturan PemerintahNomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah, wajib mengalokasikananggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya ke dalamAPBD, untuk mendanai program/kegiatan pembinaan danpengawasan.
Dalam rangka efektifitas pengawasan dan pengendalian penyerapananggaran daerah, Pemerintah Daerah menganggarkan kegiatan yangmendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Evaluasi PengawasanRealisasi Anggaran (TEPRA) sebagaimana diamanatkan dalamInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang PercepatanPengadaan Barang Jasa Pemerintah dan Keputusan Presiden Nomor20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran.Kebutuhan pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan WakilGubernur Tahun 2018 yang tahapan penyelenggaraanya dimulaiTahun 2017, dianggarkan pada APBD masing-masing daerah yangmelaksanakan kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurTahun 2018, dalam bentuk belanja hibah dari Pemerintah Daerahkepada KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi dengan mempedomaniPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentangPengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan DanaKegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Selain itu, besaran pendanaan kegiatan pemilihan dimaksud harusmempedomani standar satuan harga yang berlaku dan standarkebutuhan belanja pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, sesuaiperaturan perundang-undangan.
Selanjutnya terhadap pendanaan kebutuhan pengamananpelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur TahunAnggaran 2018 dianggarkan dalam bentuk hibah atau program dankegiatan pada SKPD berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota serentakTahun Anggaran 2018 terjadi pemilihan suara ulang (PSU) ataupemilihan susulan, pendanaanya tetap dibebankan dalam APBD.
Dalam rangka mendukung peningkatan akses, mutu, daya saing, danrelevansi pendidikan Islam (madrasah, pendidikan diniyah, danpondok pesantren) dan pendidikan non Islam di bawah binaanKementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional,Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan yangdianggarkan dalam belanja hibah dengan mempedomani Pasal 10ayat(1) huruf f dan penjelasannya, Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah.
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Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang memilikidesa, menganggarkan program dan kegiatan pembinaan danpengawasan pemerintahan desa dalam APBD sesuai ketentuan Pasal112, Pasal 114, dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.Dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi pengelolaankeuangan desa, pemerintah kabupaten/kota wajib melakukanpembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaankeuangan desa pada pemerintah desa di wilayahnya sesuai maksudPasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.Dalam kaitan itu,Pemerintah Desa harus menyusun Laporan PertanggungjawabanRealisasi Pelaksanaan APBD Desa Tahun Anggaran 2018 yangdisampaikan kepada Bupati/Wali kota yang ditembuskan kepadaGubernur khusus untuk dana yang berasal dari Pemerintah Provinsidan disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 113 Tahun 2014. Selanjutnya, Pemerintah Daerah menyusunLaporan dimaksud dalam bentuk ikhtisar yang dilampirkan dalamLaporan Keuangan PemerintahDaerah.
Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan BUMDprovinsi dengan mengikutsertakan stakeholder lainnya sebagai bagiandari penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapatmengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatanpembinaanBUMD.
Dalam rangka menyusun rencana kebutuhan barang milik daerahyang merupakan salah satu dasar bagi satuan kerja perangkat daerahdalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (newinitiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPDsebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan BarangMilik Daerah, dapat mengalokasikan anggaran dalam program dankegiatan yang terkait guna efektifitas penyusunan rencana kebutuhanbarangmilik daerah sesuai peraturan perundang- undangan.Tim Asistensi RKA-SKPD TA.2018 adalah pejabat struktural dariunsur Bappeda, BPKAD, dan Biro Administrasi Pembangunan dibantuoleh staf yang berkompeten di bidangnya,
Pelaksanaan Asistensi RKA-SKPD dilaksanakan tepat waktu secaraterpadu oleh Tim Asistensi sesuai dengan jadual dan tempat yangditentukan serta dikoordinasikan oleh Biro AdministrasiPembangunan.
SKPD menganggarkan biaya pendukung pelaksanaan pengadaanbarang/jasa yangmeliputi :

a) Honorarium personil organisasi pengadaan barang/jasa termasuktim teknis, tim pendukung dan staf proyek,b) Biaya Pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biayapengumuman ulang,
c) Biaya Penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa,d) Biaya Pendukung lainnya yang diperlukan yang meliputi : biayasurvey lapangan, biaya survey harga, biaya rapat, biaya pendapatahli hukum Profesional, dan biaya-biaya lainnya.
SKPD diwajibkan menyusun Draft RUP sebelum proses asistensi RKA-PD, serta melakukan pengisian RUP melalui lamansirup.kaltimprov.go.id secara parallel pada saat proses Asistensi RKA-SKPD.
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SKPD mengumumkan RUP setelah RAPBD ditetapkan.Untuk perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah dialokasikansecara paket pada RKA-SKPD, disertai dengan lampiran rincianrencana perjalanan dinas (suplemen yang disahkan oleh PA/KPA)yang diasistensi oleh tim asistensi RKA-SKPD.
Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop,seminar dan lokakarya atas undangan atau tawaran dariorganisasi/lembaga tertentu diluar instansi pemerintah supayadilakukan secara selektif dan menjadi tanggungjawab Kepala SKPDdan dikurangi frekwensinya agar tidak membebani belanja perjalanandinas.
Dalam merencanakan kebutuhan barang yang baru, SKPD wajibmelampirkan daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerahdanpenggunaannya sesuai standarisasisarana dan prasarana PemerintahProvinsi Kalimantan Timur.
Dalam merencanakan kebutuhan pemeliharaan barangmilik daerah,SKPD wajib melampirkan daftar Rencana Pemeliharaan Barang MilikDaerah.
Melakukan evaluasi terhadap tenaga teknis/non-teknis yang ada padaSKPD, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut SKPDmenganggarkan jasa Tenaga Teknis/Non-Teknis menyatu denganprogram dan kegiatan yang melibatkan tenaga dimaksud,pelaksanaannya dilakukan dengan perjanjian kontrak dan masakontrak maksimal 12 (dua belas) bulan, dan besaran honornyadisesuaikan dengan Standar Satuan Harga Yang ditetapkan dalamKeputusan Gubernur.
Penganggaran jasa Tenaga Teknis/Non-Teknis dimasukkan padarekening belanja barang dan jasa, sub belanja jasa tenagaTeknis/Non-Teknis.
luran BPJS bagi Tenaga Teknis/Non-Teknis sudah termasuk dalambesaran honor sesuai dengan Standar Satuan Harga yang ditetapkandalam Keputusan Gubernur.
Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatanperekonomian daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa agarmengutamakan hasil produksi dalam negeri.
Penganggaran belanja untuk penggunaan energi agar mempedomaniInstruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang PenghematanEnergi dan Instruksi Gubernur Kaltim Nomor 3 Tahun 2012 tentangPenerapan Hemat Energi, Air dan Kertas.
SKPD menganggarkan honorarium pejabat pengadaan,kelompok kerjapengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, serta tenagaahli yang diperlukandalam pengadaan barang/jasa yangbersangkutan dan besarannya sesuai dengan standarisasi harga.Untuk kegiatan rehabilitasi/pembangunan yang menggunakankonsultan perencana dan konsultan pengawas, biaya perencanaandan pengawasan dianggarkan pada belanja modal dengan prosentaseanggarannya disesuaikan dengan peraturan yang telah ditetapkan.
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Pengeluaran untuk pengadaan barang yang harga satuannya (per
unit) kurang dari Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)dimasukkan pada Belanja Barang dan Jasa kecualiterhadappengeluaran untuk tanah, jalanjirigasi/jaringan dan aset tetaplainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian
tetap dialokasikan pada belanja modal.
Aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari satu tahun yangdigunakan untuk pemerintah daerah atau masyarakat umum dengannilai pengadaan per unitnya di bawah nilai satuan minimum
kapitalisasi dan dianggarkan dalam belanja barang/jasa. Nilai satuanminimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa
peralatan dan mesin sebesar Rp1.500.000,00 ke atas. Sedangkan nilai
satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetapkonstruksi sebesar Rp 20.000.000,00 ke atas.
Suatu pengeluaran yang terjadi setelah perolehan aset tetap baik
berupa rehabilitasi/pemeliharaan/penambahan/renovasi dan
sejenisnya akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi
menjadi aset tetap) jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa datangdalam bentuk:

1) meningkatkan efisiensi, dan/atau
2) menambah kinerja, dan/atau
3) menambah kapasitas produksi/volume, dan/atau
4) menambah fungsi.

b) Atau nilai rupiah pengeluaran belanja tersebut sama atau
melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap yang telah
ditetapkan.

c) Atau pengeluaran belanja setelah perolehan yang
memperpanjang masa manfaat Nilai satuan minimum
kapitalisasi atas pengeluaran belanja setelah perolehan aset tetap
(pemeliharaan) yang dimaksud adalah sebagai berikut:
1) Konstruksi gedung/bangunan/jalan/ jaringanRp.50.000.000 ke atas.
2) Peralatan dan mesin sebesar Rp. 1.500.000 ke atas.Tidak termasuk dalam pengertian pengeluaran belanja modal yang

memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomidimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume,
peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatanstandar kinerja adalah pengeluaran:
a) Pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakanpemeliharaan rutin/berkala/terjadwal, atau
b) yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetaptersebut agar berfungsi baik/normal, atau
c) hanya sekedar untuk memperindah atau mempercantik suatuaset tetap.
Sehingga pengeluaran untuk point a, b dan c dianggarkan dalam
belanja barang dan jasa.
Untuk biaya peningkatan Sumber Daya Manusia (kursus, bimtek,
pelatihan, diklat) di masing-masing SKPD, maka biaya kontribusiharus dialokasikan pada kode rekening belanja kontribusi.
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Pada saat asistensi harus melampirkan notulen rapat hasilpembahasan RKA-SKPD oleh Kepala SKPD dengan kepala-kepalaBidang/Kabag dan wajib membawa data pendukung sebagai berikut:a) Daftar jumlah pegawai sesuai Golongan/Eselon.b) Hasil Evaluasi Tenaga Teknis/Non-Teknis yang ada dan telahditetapkan oleh Kepala SKPD.
c) Data Rencana Perjalanan Dinas (Suplemen).d) Rincian Perhitungan Honorarium (Suplemen).e|) Data inventaris barang pada SKPD tahun terakhir.Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan/atau daftarRencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah.g) Data inventarisasi Juasan bangunan yang akan direhab.h) Data pendukung teknis (Kerangka Acuan Kerja PengadaanBarang/Jasa, spesifikasi teknis/barang, gambar rencana, DED,sketsa penanganan, dsb).) Rencana Kerja SKPD Tahun 2018.j) Daftar nama, alamat penerima, jenis barang dan nilai besaranbagi SKPD yang mengalokasikan “belanja barang yang akandiserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat”.k) Surat Pemberitahuan ke Dinas Komunikasi dan InformatikaProvinsi Kaltim bagi SKPD yang menganggarkan pengadaanAplikasi Sistem Informasi,) Surat Rekomendasi dari Dinas PUPR & PERA Prov. Kaltim bagiSKPD yang mengusulkan Rehab/Pemeliharaan Gedung yangmasuk kriteria belanja modal:

m) Penganggaran Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) danKendaraan Roda 2 (dua) harus melampirkan persetujuanSekretaris Daerah.
Jika terdapat nilai rasionalisasi dalam pelaksanaan Asistensi RKA-SKPD maka diperkenankan untuk menambah target dan volumekegiatan yang sudah ditetapkan dalam Kesepakatan KUA PPAS,sesuai arahan dan wewenang dari Tim Asistensi RKA-SKPD denganpersetujuan TAPD.
SKPD menganggarkan honorarium pejabat penatausahaan barang,pengurus barang pengguna, pengurus barang pembantu, sesuaidengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Berkenaan dengan peralihan aset dari Kabupaten/Kota ke Provinsisesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jika terdapat kegiatanKabupaten/Kota yang belum selesai, dan belum diverifikasi olehProvinsi, maka kegiatan/pekerjaan tersebut tidak dianggarkan olehSKPD Provinsi tetapi dapat dianggarkan penyelesaiannya olehPemerintah Kabupaten/Kota setempat.
Belanja pada program/kegiatan yang merupakan kewenangankabupaten/kota diletakkan pada belanja bantuan keuangan ataupada belanja barang dan jasa SKPD.

Samarinda, 19 Oktober 2017Salinan sesuai dengan aslinya
LIMANTAN TIMURSEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM SUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,KEPALA BIRO HUKUM,
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